PROVINSI RIAU
WALIKOTA PEKANBARU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR IS4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 144 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKANBARU
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 15 point (2)
huruf a Peraturam Gubernur Riau Nomor 59 Tahun 2015
tentang Pedoman Belanja Bantuan Keuangan kepada
Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Riau dan Keputusan Gubernur Riau
Nomor:Kpts.1041/XI1/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan
Gubernur Riau Nomor:Kpts.108/1/2016 tentang Penetapan
Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran
2016;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Perubahan
atas Peraturan Walikota Nomor 144 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Pekanbaru Tahun Angearan 2016 :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Sumatera

Tengah  (Lembaran Negara Renublik Indonesia Tahun 1956
Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indcnesia Nomor 3069); &
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. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Atas
Tanah Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi d:
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199y
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1280)

2

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
o, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43595);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

3

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Reuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubpah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan  Daerah menjadi  Undang-Undang
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 12);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 45735);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614)

Peraturan Pemerintah. Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tantang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
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[ndonesia Tahun 2011 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
DLl 2);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5240);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah
Tahun 2016;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hiban dan Bantuan

Soslial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012
tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan
Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintah
Kota Pekanbaru, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pembentukan Pembentukan Susunan Organisasi,
Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat
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Meperhatikan: 1.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan
Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok
Dinas-Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok
Dinas-Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok
Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota
Pekanbaru, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok
Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota
Pekanbaru;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Pekanbaru;

Peraturam Gubernur Riau Nomor 59 Tahun 2015 tentang
Pedoman Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota

yvang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Riau;

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Perkanbaru Tahun Anggaran 2016;

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2016
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2016;

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 144 Tahun 2016 tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kota Perkanbaru Tahun Anggaran 2016;

Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1041/XI1/2016 tentang
Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor:Kpts.108/1/2016
tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah
Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau

4 7.
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 144 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2016.

~Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 144 Tahun 2016
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Pekanbaru Tahun Anggaran 2016 diubah sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 berjumlah
Rp.2.514.899.848.699,- (Dua triliyun lima ratus empat belas milyar delapan
ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu
enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan riancian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 870.406.974.034,-

b. Dana Perimbangan Rp.1.282.004.458.500,-

¢. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Rp. 344.761.386.380,-

Jumlah Pendapatan Rp.2.497.172.818.914,-

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawal Rp.1.005.330.925.339,-
2) Belanja Bunga Rp. 0,-
3) Belanja Subsidi Rp. 32.495.728.878,-
4) Belanja Hibah Rp. 54.396.756.000,-
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 0,-
6) Belanja Bagi Hasil Rp. 0,-
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 1.000.000.000,-

(Partai Politik)
8) Belanja Tidak Terduga Rp. 2.268.850.000,-
Rp. 1.095.492.260.217,-

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 242.014.277.581,-
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 481.932.680.518,-
3) Belanja Modal Rp. 606.426.881.383,-
Rp. 1.330.373.839.482,-
Jumlah Belanja Rp. 2.425.866.099.699,-
Surplus/(Defisit) Rp. 71.306.719.215,-
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3. Pembiayaan:

a. Penerimaan Rp. 17.727.029.785,-
b. Pengeluaran Rp. 389.033.749.000,- (-)
Jumlah Pembiayaan Neto (Rp. 71.306.719.215,-)
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0.00,-

2. Ketentuan Pasal 2 Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 diubah pada Lampiran [ Peraturan Walikota yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 3 Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 diubah dan dirinci lebih lanjut pada Lampiran II Peraturan Walikota
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota in1 dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 11 November 2016

Plt. WALIKOTA PEKANBARU, 7?___

1

EDWAR SANGERY
Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

MOHD NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR ........




